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KATA PENGANTAR 
 
 

 
Bismillahirrahmaanirrahiim 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh 
 
 

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah karena atas limpahan berkah dan Rahmat 

Allah, akhirnya Laporan Aksi Perubahan ini dapat terselesaikan, Aksi Perubahan ini 

ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Diklat Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan III yang diselenggarakan oleh Pusat 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemneterian Agraria dan Tata Ruang/BPN 

tahun 2024. Dalam penyusunan Aksi Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk 

itu segala kritik, saran dan masukkan sangat Penyusun harapkan untuk perbaikan 

Aksi Perubahan ini menjadi lebih baik. 

Pada kesempatan ini, Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya dan tak terhingga atas bantuan, arahan dan bimbingannya, kepada: 

1. Bapak Ir. Achmad Taufiq Hidayat Msi selaku coach; 

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Bapak NUR ADI KUSNO, S. T., M. 

Eng. selaku Mentor 

3. Bapak dan Ibu para Widyaiswara pada Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang telah memberikan ilmu 

dan pelajaran berharga kepada Penyusun selama pembelajaran pada Diklat 

Kepemimpinan Pengawas ini dan membantu penyusunan Aksi Perubahan ini. 

4. Bapak dan Ibu Panitia Penyelenggara Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

angkata I pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN yang dengan begitu sabar dalam membantu para 

peserta Diklat PKP angkatan I selama proses pembelajaran hingga pada 

penyusunan Aksi Perubahan ini. 

Terima kasih tak terhingga Penyusun ucapkan kepada para pihak yang telah 

membantu Penyusun baik dukungan moril maupun materiil, serta mendukung dengan 

penuh semangat dalam doa dan ucapan serta dukungan dengan penuh kesabaran 

kepada : 
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1. Isteri dan semua keluarga besar yang dengan penuh kasih sayang dan 

kesabarannya selalu mendukung disetiap kondisi dalam hal penyusunan rencana 

aksi perubahan ini; 

2. Rekan-rekanku seperjuangan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 

Angkatan I tahun 2024 terutama kelompok I dari berbagai Provinsi yang 

memberikan keceriaan dalam mengikuti pembelajaran dengan canda tawa serta 

sharing ilmu dan pengalaman yang berharga kepada Penyusun yang tidak akan 

pernah Penyusun lupakan.  

3. Rekan rekan para pejabat Pengawas dan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bungo yang mendukung aksi perubahan ini. Masukan masukan yang sangat 

membantu dalam penyelesaian Aksi Perubahan ini. 

4. Semua pihak yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam Penyusunan Aksi Perubahan ini. 

 
Penyusun, 

Cikeas                    2024 

 

 

Andy Aurik, S.Kom 

NIP. 198209092009121004 
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BAB I RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 

 
A. Latar Belakang 

Dalam memenuhi salah satu agenda kepemimpinan pada Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas ini, yakni menyusun Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik. Aksi Perubahan 

pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini adalah Peningkatan Layanan 

Pengaduan Pertanahan Melalui Aplikasi Pengaduan Terpadu (SiPANDU) Pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan 

masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dan dilaksanakan dengan 

Core Values ASN BerAKHLAK. 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 

badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut 

dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 

penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 

publik. 

Dalam pelaksanaan Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudan untuk memberikan kepastian hukum dalam 

hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan 

mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang 

hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik 

yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik agar 

terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelengaaran 

pelayanan publik. 

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan 

pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai pihak yang menerima 

pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan 

prisnsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah 

kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan 

atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat. 
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Kabupaten Bungo menempati posisi cukup strategis membuat layanan pertanahan 

merupakan salah satu faktor untuk mendukung investasi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini sejalan melihat posisi Kabupaten Bungo yang strategis menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan akan layanan pertanahan.  

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan efektif, diharapkan kantor 

pertanahan sebagai salah satu penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan 

kepuasaan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan dan mampu memberikan 

fasilitas kebutuhan tersebut dalam hal ini penanganan pengaduan secara cepat di kantor 

pertanahan. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan 

masyarakat. 

 

B. Tujuan Aksi Perubahan 

Rumusan pencapaian hasil target inovasi dalam kegiatan Aksi Perubahan, 

berdasarkan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Jangka Pendek (output) 

“Tersedianya sistem aplikasi Pengaduan “SiPANDU” sebagai wadah aspirasi 

pemohon di Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. 

2. Tujuan Jangka Menengah (outcome)  

“Pengelolaan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo sesuai 

dengan standar operasional  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

3. Tujuan Jangka Panjang (impact) 

“Peningkatan Pelayanan Pengaduan dengan respon yang baik.” 

 

Tujuan Aksi Perubahan bagi penulis setelah menjalani Pendidikan Pelatihan 

Kepemimpinan Pejabat Pengawas adalah :  

1.  Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara dalam 

melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;  

2.  Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan 

tim kerja secara efektif, mampu menunjukkan dan memberdayakan 

sumberdaya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring 
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kerja serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik   

3. Merancang Inovasi untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik terutama 

dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi  

4. Mengaktualisasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan menerapkan Manajemen 

Mutu, dan Manajemen Pengawasan agar Inovasi dapat berjalan sesuai 

Perencanaan Peningkatan Pelayanan Publik. 

 
C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan 

Ruang lingkup penulisan aksi perubahan untuk dilaksanakan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bungo  yang berkonsentrasi pada peningkatan pelayanan 

pengaduan masyarakat. Aksi perubahan yang ditawarkan adalah menampung 

aspirasi masyarakat baik perorangan maupun badan usaha dalam hal Layanan 

Pertanahan, implementasi layanan elektronik, dan mekanisme pengawasan dan 

evaluasi. Dengan menjalankan aksi perubahan ini masyarakat mempunyai wadah 

dalam menyalurkan aspirasi dilingkup kantor pertanahan agar dapat tersalurkan 

dengan baik untuk di tangani dengan professional, efektif, murah dan cepat. 

 

D. Analisis Masalah 

Pertama masalah yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang 

terlatih dalam Pengelola Layanan Pengaduan. diharapkan ada pelatihan dan 

pengembangan kompetensi staf.  

Kedua tidak tersedia perangkat lunak dalam Pengelola Layanan Pengaduan. 

Solusi yang diharapkan adalah terdapat pengelolaan pengaduan yang tersedia dalam 

bentuk perangkat lunak.  

Ketiga koordinasi dan komunikasi antar lini teknis yang masih belum terjalin 

maksimal. diharapkan membuat sarana komunikasi bersama dalam grup seperti grup 

WA. 
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E. Strategi Penyelesaian Masalah 
 

Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan Solusi inovatif 

Pengelolaan dan 

penanganan pengaduan 

yang lambat, dan belum 

adanya sarana 

pengaduan secara 

elektronik. 

Penanganan pengaduan 

yang responsif/cepat 

Terbentuknya sistem 

pengaduan yang sigap 

Terciptanya sarana 

pengaduan secara 

elektronik 

1. Membentuk Tim Efektif 

dalam hal pengalolaan 

pengaduan masyarakat. 

2. Menciptakan terobosan 

inovasi pengaduan 

Elektronik 

3. Menjalin komunikasi efektif 

antas tiap seksi. 

Tabel 1 Strategi Penyelesaian Masalah 
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BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 
 

 
A. Membangun Integritas 

integritas berasal dari bahasa Latin integer yang artinya seluruh. Menurut 

KBBI integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang 

utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Dari dua pengertian dasar 

tersebut maka sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam 

keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatan 

nya tidak dapat dihilangkan. Integritas seseorang terlihat ketika adanya gangguan 

dari luar yang memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia 

organisasi. integritas menjadi karakter yang melekat pada subjek pekerja atau 

pegawai. Integritas menjadi sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan 

dengan kelompok atau organisasi. Jika integritas seseorang bagus, maka 

kepercayaan atasan kepadanya juga semakin meningkat. Integritas bukan sekadar 

istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas 

mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional 

dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2013). 

Berkaitan dengan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) pemerintah 

mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang- 

Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang 

tercantum dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok 

Kepegawaian, serta perubahannya pada Undang-Undang No. 43 tahun 1999, yang 

kini telah digantikan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. Integritas tidak dapat lepas dari apa yang dimaksud dengan komitmen. 

Proses membangun integritas dalam pelaksanaan aksi perubahan dilingkungan 

Kantor Pertanahan Bungo dengan para stakeholders meliputi beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Membentuk tim efektif yang beranggotakan semua pejabat pengawas; 

2. Melaksanakan rapat evaluasi laporan pengaduan secara berkala dengan tim 

efektif bersama kepala kantor; 

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyampaikan nota dinas kepada masing- 
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masing seksi terkait laporan pengaduan yang masuk  

4. Membuat balasan atau tindak lanjut dari laporan pengaduan kepada pengadu 

dan dilaporkan kepada kepala kantor. 

 

Stakeholders internal dalam aksi perubahan ini adalah semua seksi teknis yaitu : 

1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; 

2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; 

3. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan; 

4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; 

5. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. 
 
 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi perubahan dan cara mengatasinya 

adalah sebagai berikut : 

1. Lambatnya seksi teknis dalam tindak lanjut pengaduan dikarenakan pekerjaan rutin;  

Solusinya : 

Secara berkala, yaitu bagian tata usaha menyampaikan perkembangan laporan tindak 

lajut pengaduan kepada masing-masing seksi teknis yang telah tergabung dalam 

Tim Efektif, untuk segera melakukan penelitian dan merumuskan penyelesaian 

untuk menjadi tindak lajut penyelesaian pengaduan. 

2. Kurangnya bukti eviden yang disampaikan oleh pelapor; Solusinya : 

TIM Efektif menghubungi pelapor melalui nomor HP yang dapat dihubungi 

ataupun melalui emai dan surat kepada pemohon untuk dapat melengkapi 

laporan pengaduan dan diberi tempo waktu 5 hari kerja apa bila tidak dilengkapi 

maka laporannya dikembalikan. 

3. Front Office loket tidak memahami alur Pengaduan dalam sistem sehingga 

penyampaian kepada pengadu tidak maksimal Solusinya : 

- TIM effektif melakuakan pelatihan kembali kepada Front Office/Loket mengenai 

tahapan tahapan penting untuk melakukan penginputan data di aplikasi sehingga 

bagi pelapor yang membutuhkan bantuan dapat melakukan penginputan dengan 

baik; 

- Diskusi dengan seksi teknis untuk membuat Standar prosedur dalam 

penanganan Pengaduan Masyarakat secara optimal. 
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B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI) 

 
Bentuk inovasi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah dapat 

dikategorikan menurut tipologi inovasi. Dalam handbook inovasi administrasi 

negara (LAN, 2014) terdapat 8 (delapan) tipologi atau jenis inovasi sektor publik, 

yaitu : 

1. Inovasi Proses 

Inovasi proses dapat dipahami sebagai upaya untuk peningkatan kualitas 

proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. 

Inovasi proses kerja memiliki pembenahan dengan ruang lingkup internal 

suatu organisasi. Sedangkan, inovasi secara eksternal berkaitan dengan 

pembenahan proses kerja yang berkaitan dengan pihak luar (pelanggan dan 

pemangku kepentingan). Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara 

lain standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur. 

2. Inovasi Metode 

Secara umum, metode dapat diartikan cara khusus dalam melakukan sesuatu, 

yang dapat memiliki banyak macam bentuk, sektor, dan dimensi. Dalam konteks 

sektor publik, pencarian dan implementasi cara-cara baru untuk melakukan 

berbagai hal (pelayanan publik, riset, pembuatan keputusan, pembuatan 

produk, dan sebagainya) terus- menerus didorong dan diusahakan karena 

cara- cara lama yang telah mapan seringkali menjadi tumpul berhadapan 

dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang 

lebih baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian 

tujuan dapat dilakukan secara lebih berhasil dan tepat guna. Sehingga 

inovasi metode dapat dipahami sebagai strategi, cara, dan teknik baru untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. 

3. Inovasi Produk 

Produk adalah keluaran yang dihasilkan dari sebuah proses kerja dalam 

suatu organisasi. Produk dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni fisik (barang) 

dan non-fisik (jasa). Agar produk yang dibuat organisasi memiliki daya saing 

yang tinggi dan semakin memuaskan pelanggan, maka organisasi selaku 

produsen produk perlu melakukan inovasi. Ada dua hal yang dapat dilakukan. 

Pertama, menciptakan produk yang baru. Produk baru adalah inovasi yang 

bersifat penuh karena dia muncul dan tercipta tanpa ada preseden 
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sebelumnya. Kedua, memodifikasi produk yang lama, di mana produk 

modifikasi tersebut diberikan suntikan peningkatan kualitas, citra, dan fungsi 

yang lebih baik 

4. Inovasi Konseptual 

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berawal pada tataran mental 

(kognisi dan imajinasi). Suatu masalah yang melanda organisasi dipandang 

dengan persepsi dan cara pandang baru yang lebih positif dan inovatif. Prinsip 

yang melandasi inovasi ini adalah “masalah adalah bagaimana cara kita 

memandang masalah.” Hasil dari inovasi konseptual adalah kemunculan 

paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru di mana 

dengannya, sifat dan hakikat dari suatu masalah dapat dilihat melalui sisi- 

sisi lain yang sebelumnya tak terbayangkan. 

5. Inovasi Teknologi 

Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan 

tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi 

untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas 

suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan input-output, atau 

melakukan fungsi spesifik tertentu. Dengan menciptakan dan menggunakan 

teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan 

lingkungan pun meningkat. 

6. Inovasi Struktur Organisasi 

Bagaimana suatu struktur organisasi akan sangat mempengaruhi kinerja, 

efektivitas, dan keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. 

Ketika organisasi dirasa kurang mampu untuk bersaing atau gagal untuk 

mencapai tujuannya, ada kalanya hal itu diakibatkan oleh struktur organisasi 

yang tidak lagi relevan dengan sifat dari masalah dan tantangan lingkungan 

yang berkembang semakin kompleks. 

7. Inovasi Hubungan 

Penguatan jaringan, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme 

koordinasi yang tertata merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan 

dalam membangun inovasi hubungan. Melalui inovasi hubungan, 

sumberdaya dibagi bersama dan pemecahan masalah diselesaikan secara 

bersama pula. Tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat harus dihargai 

sehingga kompromi dan harmonisasi hubungan harus dikelola secara 
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cerdas. Inovasi hubungan dimaknai sebagai bentuk dan mekanisme baru 

dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. 

8. Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

SDM adalah aset utama dari suatu organisasi. Dengan SDM yang 

berkualitas dan mumpuni, maka organisasi akan semakin berdaya untuk 

mencapai visi dan misinya. Ini karena organisasi dijalankan oleh para aktor 

yang berkapasitas dan berintegritas. SDM yang berkualitas akan melengkapi 

sistem dan struktur yang terbangun dalam organisasi. Bahkan apabila kondisi 

struktural organisasi berada dalam kondisi yang kurang ideal, SDM yang 

berkualitas dapat menyiasati kondisi tersebut sehingga pencapaian tujuan 

organisasi tetap dapat diamankan dan dijamin. Agar inovasi SDM dapat 

berlangsung secara sistemik dan luas, bukannya bergantung pada kemauan, 

prakarsa, dan motivasi individual, maka hendaknya inovasi ini dipandu dan 

dikerangkai oleh suatu kebijakan internal organisasi. 

Menjamurnya inovasi tak lepas dari tuntutan untuk memenuhi kebutuhan 

secara efektif, efisien dan memberikan yang terbaik. Best practice inovasi 

pelayanan publik digunakan karena inovasi pelayanan publik berbasis 

elektronik (e- service) yang akan diangkat tidak hanya sesuai tuntutan dan 

perkembangan era digital saat ini dan mendukung daya saing, namun juga 

sekaligus memenuhi kriteria tipologi inovasi lainnya. Berikut adalah aplikasi 

berbasis elektronik yang mendukung implementasi aksi perubahan ini yaitu : 

1. Media Sosial yang lagi trend saat ini (Instagram, facebook, tiktok, X.com dll) 

2. Google review 

3. Google form 

4. Aplikasi office  
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Gambar 1:  Sosialisasi aplikasi SiPANDU pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo 

 

 

 
 
 

 

Gambar 2: Aplikasi SiPANDU pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo 

 

 
 

C. Pengelolaan TIM 
1. Pembentukan Tim Efektif 

Membangun tim efektif merupakan sebuah proses, dan tentu ini adalah 

suatu tantangan. Tim yang efektif tidak terbangun secara tiba-tiba, namun melalui 

suatu tahapan. Setiap tahapan ini sangat memiliki arti yang penting bagi tim. 

Dalam perjalanannya, proses membangun tim ini dapat terjadi dalam waktu yang 

singkat, namun dapat juga terjadi dalam waktu yang lama. Proses ini tergantung 

pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi pembentukan tim tersebut. Setiap 

tahapan tentu memiliki ciri dan karakteristik sendiri dan ini menuntut penanganan 

yang tentu berbeda. 
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Secara diagramatis tahapan pembentukan tim efektif dapat dilihat pada 

gambar di bawah: 

 

Gambar 3:  Tahapan Pembentukan Tim Efektif 

 

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa selama proses pembentukan tim 

tersebut terjadi perubahan dari kondisi ketidak saling ketergantungan 

(independence) di antara pihak-pihak yang terlibat menjadi saling tergantung 

dan saling mempengaruhi (dependence/ interdependence) melalui proses 

tahapan forming, storming, norming and performing. Pada akhirnya tim dapat 

dibubarkan dan kembali pada kondisi ketidak saling ketergantungan 

(independence). 

Dalam implementasi aksi perubahan ini dibentuk tim efektif yang bertujuan 

untuk bersama-sama berkomitmen untuk menyelaraskan progress penyerapan 

anggaran dengan progress pekerjaan yang secara tepat waktu dilengkapi dengan 

evidence yang lengkap. 

   

Gambar 4:  SK Tim Efektif 
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TIM EFEKTIF PENINGKATAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN 

MELALUI CAPAIAN OUTPUT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO 
 

No. Nama / NIP Jabatan Jabatan dalam Tim 

1 2 3 4 

1. Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng. 
NIP. 198202152009031003 

Kepala Kantor Pembina 

2. ANDY AURIK, S.Kom. 

NIP. 198209092009121004 
Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha 

Project Leader 

3. M. ANSORI ARIF, S.ST., M.H. 
NIP. 198107112003121004 

Kepala Seksi Survei dan 

Pemetaan 

Anggota 

4. ALFIAN, S.H., M.H. 
NIP. 196803121990031002 

Kepala Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran 

Anggota 

5. NOVI YADI, S.P. 

NIP. 198511192011011004 
Kepala Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan 

Anggota 

6. MUHAMAD DESRIZAL, A.Ptnh. 
NIP. 196612041990101001 

Kepala Seksi Pengadaan 

Tanah dan Pengembangan 

Anggota 

7. TRISITA MARLIANASARI, S.H. 

NIP. 198403312011012009 
Kepala Seksi Pengendalian 

dan Penanganan Sengketa 

Anggota 

8. NIKEN EVELINEPARISA, S.H. 

NIP. 199410042018012002 
Penata Pertanahan Pertama Tim Pembantu Teknis 

9. ELMAN RONY YULIANA, S.E. 

NIP. 198707222014021003 

Penata Pertanahan Pertama Tim Pembantu Teknis 

10. AGUS SALIM, S.H. 

NIP. 199408062018011002 

Penata Pertanahan Pertama Tim Pembantu Teknis 

11. FUAD FAUZI, S.Tr. 

NIP. 199212132014021002 
Penata Kadastral Pertama Tim Pembantu Teknis 

12. IRFAN VEBRIANTO, S.H. 

NIPPPK. 198802062023211019 
Ahli Pertama - Penata 
Pertanahan 

Tim Support Aplikasi 

13 Erda Rifki Prianto PPNPN Tim Support Aplikasi 

14 Fenny Fitrianty Petugas Loket Petugas Penerima 
Pengaduan/Admin 

Tabel 2: Susunan Tim Efektif 
 

2. Internalisasi dengan Tim Efektif 

Koordinasi dan rapat evaluasi dengan tim efektif, dilaksanakan beberapa kali guna 

meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang maksimal. 

a. Rapat koordinasi dan evaluasi Tim Efektif 
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Gambar 5:, Foto Rapat Koordinasi Tim Efektif 

 

Pada rapat ini disampaikan bahwa kondisi saat ini mengenai Pengaduan 

Masyarakat yang masih bersifat sporadik pada masing-masing seksi teknis 

sehingga sangat mengganggu pekerjaan rutin yang sangat padat dengan aksi 

perubahan ini membantu di seksi-seksi terkait mengurangi aktivitas menerima 

pengaduan langsung dari masyarakat. 

b. Rapat evaluasi dengan tim admin  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6:  Foto Rapat evaluasi dengan tim admin 
 

Pada rapat tersebut, admin dan petugas loket diberi sosialiasi dan pelatihan 

tatacara pengelolaan pengaduan yang baik dan responsive serta dokumen 

apa saja yang menjadi pendukung dalam laporan pengaduan masyarakat. 
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BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

 
 

A. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan  
Perbaikan sistem pelayanan merupakan indikator penting dari 

keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Implementasi 

Aplikasi SiPANDU di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo telah 

membawa sejumlah capaian positif dalam upaya meningkatkan 

Layanan Pengaduan Masyarakat.  

Dalam peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Masyarakat  

di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo diperlukan manajemen yang 

efektif. Sosialisasi efisien membantu dalam pengelolaan pengaduan a 

yang lebih baik. Aplikasi yang dapat di akses dimanapun dan respons 

admin yang cepat menciptakan nilai yang positif bagi kantor 

pertanahan sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atas 

pelayanan pertanahan di kantor pertanahan kabupaten Bungo. 

Dengan menerapkan sistem pengaduan terpadu SiPANDU 

membuat masyarakat terbantu dalam layanan pengaduan tanpa harus 

mendatangi kantor pertanahan yang mungkin letak nya sangat jauh. 

Dengan manajemen pengolahan pengaduan ini maka diharapkan 

tindaklanjut pengaduan kepada pemohon layanan menjadi tepat 

sasaran karena jawaban pengaduan langsung dari seksi terkait yang 

akan diteruskan kepada pemohon layanan melalui kontak pemohon 

yang telah disertakan dalam aplikasi SiPANDU. 

Rangkaian kegiatan aksi perubahan dimana untuk menyusun 

dan menyiapkan suatu alat bantu berupa aplikasi sebagai Media 

sarana pengaduan yang memadai kepada pengguna layanan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dengan aplikasi SiPANDU yang 

dapat digunakan Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada 

tahapan ini adalah : 

 

1. Koordinasi Stakeholder Internal  
Kegiatan ini berupa rapat yang mengundang para stackholder 

untuk mendapatkan saran dan masukan serta dukungan terkait 

dengan aksi perubahan dalam pembangunan aplikasi 
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penanganan pengaduan masyarakat. Saran dan masukan para 

Stackholder ini sebagai gambaran dari pihak diluar Internal BPN 

sebagai pengguna layanan pertanahan. 

 

 

Gambar 7  Foto Uji coba aplikasi SiPANDU 

 

2. Identifikasi Input dan Output Aplikasi 

Kegiatan ini untuk Mengidentifikasikan input dan output serta tools 

yang akan disusun dalam pembangunan aplikasi. Saran, masukan 

dari Tim Efektif dan para Stackholder sangat membantu Project 

Leader dalam pembangunan Aplikasi Penanganan Pengaduan 

Masyarakat ini. 
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3. Pembuatan Aplikasi Pengaduan Terpadu  “SiPANDU” 

Kegiatan Pembuatan aplikasi dilakukan selama 15 Hari, dengan 

dibantu oleh anggota tim support aplikasi yang membantu 

membangun aplikasi Aplikasi ini berbasis google form yang dapat 

dibuka oleh pengguna layanan melalui web browser (Chrome, 

Mozilla, FireFox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut : 

bit.ly/SiPANDU_kantahbungo 

atau dengan scan barcode :.  

 Gambar 8 : Bar Code Url Aplikasi SiPANDU 

Adapun bentuk tampilan aplikasi ini dengan berbasis google 

form sebagai berikut : 
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Gambar 9 : Halaman Utamal Aplikasi SiPANDU 

 

Pada Halaman ini Pengadu mengisi Perihal Pengaduan, 

Identitas diri, Nomor HP dengan WA aktif, Nama Email aktif serta 

untuk meyakinkan pengadu diminta upload foto KTP Asli. 

Kemudian bila pengadu merupakan kuasa maka diisi Kuasa Dari 

bila tidak maka pilih Diri Sendiri dan jika hanya sumbang kritik saran 

maka pilih yang terakhir. 
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Gambar 10 : Halaman pilihan Bila Dikuasakan Aplikasi SiPANDU 

 

Halaman ini muncul bila di pilih Kuasa Dari wajib mengisi 

nama pemberi kuasa, Nomor identitas Kuasa, Alamat dan no HP 

Pemberi Kuasa dan Upload KTP pemberi Kuasa.  
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Gambar 11 : Halaman Pokok Permasalahan Aplikasi SiPANDU 

 

Halaman ini untuk mengisi Pengaduan yang akan di inputkan 

letak objek tanah, luas serta Pokok permasalahan dengan uraian 

singkat permasalahan yang dialami serta pengadu diwajibkan 

meng Upload Lampiran Data Pengaduan (foto ataupun surat 

menyurat pendukung). 
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Gambar 12 : Halaman pilihan Kritik dan Saran Aplikasi SiPANDU 

 

Halaman ini berguna untuk Pengadu atau pemohon menyampaikan 

Kritik dan Saran dan dapat menyampaikan Foto pendukungnya. 

 

Gambar 13 : Hasil cetakan berupa File PDF yang dikirim oleh aplikasi ke email Pemohon 
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B. Manfaat Aksi Perubahan  
 

1. Manfaat bagi Team Leader : 

a. Aksi Perubahan ini memberikan manfaat untuk melatih 

aktualisasi kepemimpinan Pejabat Pengawas dalam 

pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk memberikan 

pelaporan yang berkualitas dan akuntabel. 

b. Aksi Perubahan ini memberikan manfaat untuk melatih dan 

meningkatkan kemampuan Pejabat Pengawas untuk melakukan 

adaptasi dan transformasi dalam pelaksanaan tugas dengan 

membuat inovasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

 

2. Manfaat bagi Unit Kerja Instansi : 

a. Dalam pelaksanakan aksi perubahan diharapkan perubahan 

cara kerja organisasi dengan mengutamakan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

b. Adanya inovasi dalam layanan dapat memacu peningkatan 

kinerja yang dapat meningkatkan kualaitas pelaporan akuntabel.   

3. Manfaat bagi Lembaga Pelatihan : 

a.  Memberikan informasi mengenai kondisi unit kerja peserta 

pelatihan (Pejabat Pengawas) yang memerlukan perbaikan 

melalui aksi perubahan dalam rangka perbaikan kualitas 

pelayanan.  

b.  Memberikan masukan dalam pengembangan pelaksanaan 

pelatihan dengan materi yang mendukung kebutuhan organisasi 

Kementerian ATR/BPN.  

c.  Memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan dan 

kebijakan pelatihan selanjutnya, khususnya dalam Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas.  

  

Aksi Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak baik bagi Masyarakat, Pelaku Usaha yang melakukan 

permohonan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo.  
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1) Internal 

a) Bagi Organisasi dapat mempermudah dalam melayani 

pengaduan masyarakat. 

b) Bagi pimpinan organisasi mempercepat dalam memperoleh 

informasi data yang diperlukan dalam pengambilan 

keputusan/kebijakan pada pelayanan pertanahan. 

c) Meningkatkan Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor 

Pertanahan dalam penanganan pengaduan Masyarakat. 

d) Sebagai media pengendalian / control terhadap layanan 

pertanahan 

2) Eksternal  

Bagi Pemerintah Daerah atau SKPD, PPAT, Perbankan dan 

Masyarakat dengan terbentuknya sistem Aplikasi Pengaduan 

Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dapat 

memberikan layanan pengaduan masyarakat yang cepat dan 

efisien, sehingga tidak terjadi gejolak terhadap layanan pertanahan 

di Kantor Pertanahan. 
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BAB IV KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN 

 
A. Mata Pelatihan Pilihan 

1. Manajemen Pemerintah 

Mata pelajaran Manajemen Pemerintah memiliki 

keterkaitan yang erat dengan aksi perubahan peningkatan 

Layanan Pengaduan. Berikut adalah beberapa keterkaitannya: 

a.   Kebijakan Publik: Dalam mata pelajaran Manajemen 

Pemerintah, mempelajari pembuatan, implementasi, dan 

evaluasi kebijakan publik. Penyelenggaraan Layanan 

Pengaduan termasuk dalam kebijakan publik yang penting, 

karena arsip publik adalah aset yang sangat berharga bagi 

pemerintah. Melalui aksi perubahan, perbaikan kebijakan 

dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan aksesibilitas arsip publik. 

b.  Manajemen Proses: Manajemen Pemerintah membahas 

tentang manajemen proses organisasi di sektor publik. 

Dalam konteks peningkatan Layanan Pengaduan, 

pemahaman tentang manajemen proses penting untuk 

merancang alur kerja yang efisien dalam pengelolaan dan 

penyimpanan arsip. Aksi perubahan dapat mengarah pada 

perbaikan proses, penggunaan teknologi informasi, dan 

standarisasi prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas Layanan Pengaduan. 

c.  Pemerintahan Elektronik: Salah satu topik dalam 

Manajemen Pemerintah adalah pemerintahan elektronik 

atau e-government. Ini berkaitan dengan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

layanan publik. Dalam konteks Layanan Pengaduan, e-

government dapat digunakan untuk memfasilitasi 

aksesibilitas dan Layanan Pengaduan secara digital, 

termasuk implementasi sistem manajemen arsip elektronik 

(Electronic Records Management System). 

d.  Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan: 
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Kepemimpinan dan manajemen perubahan adalah topik 

penting dalam Manajemen Pemerintah. Dalam konteks 

peningkatan Layanan Pengaduan, kepemimpinan yang 

efektif diperlukan untuk memimpin aksi perubahan. 

Pemimpin di lembaga pemerintah perlu memimpin inisiatif 

untuk mengubah budaya organisasi, mendorong adopsi 

teknologi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

Layanan Pengaduan yang baik.  

e.  Kemitraan dan Kolaborasi: Kemitraan antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah 

kunci dalam Manajemen Pemerintah. Dalam konteks 

Layanan Pengaduan, kolaborasi dengan berbagai pihak 

dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan Layanan 

Pengaduan. Aksi perubahan dapat melibatkan pembentukan 

kemitraan strategis dengan lembaga lain, seperti lembaga 

pendidikan, perusahaan teknologi, dan organisasi 

masyarakat sipil, untuk mendukung inisiatif Layanan 

Pengaduan yang lebih baik. 

 

Dengan memahami keterkaitan antara mata pelajaran 

Manajemen Pemerintah dengan aksi perubahan peningkatan 

Layanan Pengaduan, Masyarakat dapat mengembangkan 

pemahaman yang holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip 

manajemen pemerintah dapat diterapkan dalam konteks Layanan 

Pengaduan yang lebih efektif dan efisien. 

 

2. Manajemen Keuangan Negara 

Keterkaitan antara mata pelajaran manajemen keuangan 

negara dengan aksi perubahan peningkatan Layanan Pengaduan 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Anggaran: Manajemen keuangan negara 

mencakup pengelolaan anggaran publik, termasuk alokasi 

dana untuk berbagai kegiatan, termasuk Layanan 

Pengaduan. Dalam aksi perubahan untuk peningkatan 
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Layanan Pengaduan, pengelolaan anggaran yang efektif dan 

efisien diperlukan untuk memastikan tersedianya sumber 

daya yang memadai untuk investasi dalam infrastruktur 

teknologi, pelatihan staf, dan pemeliharaan sistem Layanan 

Pengaduan. 

b. Evaluasi Kinerja Keuangan: Mata pelajaran manajemen 

keuangan negara juga melibatkan evaluasi kinerja keuangan 

untuk memastikan penggunaan dana publik secara tepat dan 

efisien. Dalam konteks Layanan Pengaduan, evaluasi kinerja 

keuangan dapat membantu dalam menilai efektivitas investasi 

yang dilakukan dalam sistem Layanan Pengaduan baru atau 

perbaikan yang diimplementasikan. 

c. Pengawasan dan Akuntabilitas: Manajemen keuangan 

negara melibatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana publik. Dalam konteks Layanan 

Pengaduan, pengawasan dan akuntabilitas diperlukan untuk 

memastikan bahwa arsip disimpan, dikelola, dan diakses 

dengan benar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini 

mencakup pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, 

kebijakan, dan prosedur yang berlaku. 

d. Perencanaan Keuangan Jangka Panjang: Manajemen 

keuangan negara juga melibatkan perencanaan keuangan 

jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan keuangan 

negara. Dalam konteks Layanan Pengaduan, perencanaan 

keuangan jangka panjang diperlukan untuk mengalokasikan 

sumber daya secara efektif untuk pemeliharaan dan 

pengembangan sistem Layanan Pengaduan yang dapat 

mendukung kebutuhan organisasi pada masa mendatang. 

e. Pengelolaan Risiko Keuangan: Mata pelajaran manajemen 

keuangan negara juga mempertimbangkan pengelolaan risiko 

keuangan yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi 

risiko yang terkait dengan penggunaan dana publik. Dalam 

konteks Layanan Pengaduan, pengelolaan risiko keuangan 

dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi 
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risiko yang terkait dengan keamanan data, kehilangan 

informasi, atau kerusakan arsip. 

 

Dengan memahami keterkaitan antara mata pelajaran 

manajemen keuangan negara dengan aksi perubahan untuk 

peningkatan Layanan Pengaduan, organisasi dapat 

mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang tepat 

dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi perubahan 

tersebut. Hal ini akan membantu dalam memastikan Layanan 

Pengaduan yang efektif dan efisien, serta penggunaan sumber 

daya keuangan yang optimal. 

 

3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 

Keterkaitan mata pelajaran Pengadaan Barang dan Jasa 

dengan aksi perubahan peningkatan Layanan Pengaduan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengadaan Teknologi: Dalam upaya meningkatkan Layanan 

Pengaduan, organisasi mungkin perlu mengadopsi atau 

meningkatkan teknologi yang mendukung manajemen arsip 

yang efektif, seperti sistem manajemen arsip elektronik 

dimana arsip pengaduan disimpan. Mata pelajaran 

Pengadaan Barang dan Jasa dapat membantu dalam 

pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pengadaan 

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

b. Penyedia Layanan: Organisasi mungkin juga perlu 

menggunakan jasa penyedia layanan untuk implementasi 

atau pemeliharaan sistem Layanan Pengaduan. Mata 

pelajaran Pengadaan Barang dan Jasa dapat memberikan 

pemahaman tentang proses seleksi penyedia layanan yang 

kompeten, negosiasi kontrak, dan pengelolaan hubungan 

dengan penyedia layanan. 

c. Pemenuhan Persyaratan: Dalam melakukan pengadaan 

barang dan jasa terkait dengan Layanan Pengaduan, 

organisasi perlu memastikan bahwa persyaratan spesifik 
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terkait prasarana diakomodasi dalam dokumen pengadaan. 

Ini termasuk persyaratan terkait dengan keamanan data, 

integrasi dengan sistem yang ada, dan dukungan teknis dan 

pelatihan. 

d. Pengadaan Konsultan atau Ahli: Kadang-kadang, organisasi 

membutuhkan bantuan dari konsultan atau ahli dalam 

merancang dan mengimplementasikan perubahan dalam 

Layanan Pengaduan. Mata pelajaran Pengadaan Barang dan 

Jasa dapat membantu dalam pemilihan dan pengelolaan 

konsultan atau ahli yang memiliki keahlian khusus. 

e. Pengelolaan Kontrak: Setelah pengadaan barang atau jasa 

terkait dengan Layanan Pengaduan dilakukan, penting untuk 

mengelola kontrak dengan penyedia barang atau jasa 

tersebut. Mata pelajaran Pengadaan Barang dan Jasa dapat 

memberikan pemahaman tentang pengelolaan kontrak dan 

pemantauan kinerja penyedia. 

  

Dengan memahami keterkaitan antara mata pelajaran 

Pengadaan Barang dan Jasa dengan aksi perubahan untuk 

peningkatan Layanan Pengaduan, organisasi dapat memastikan 

bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dan efisien, 

serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perubahan yang 

diinginkan. Hal ini akan mendukung kesuksesan implementasi dan 

keberlanjutan Layanan Pengaduan yang ditingkatkan. 
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BAB V  DESIMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN 

 

A. Strategi Diseminasi 

1. Internal Diseminasi 

a. Rapat Internal dan Sosialisasi: Mengadakan rapat dan sesi 

sosialisasi secara berkala untuk seluruh pegawai di kantor 

pertanahan guna memperkenalkan Aplikasi SiPANDU, 

menjelaskan manfaatnya, dan memberikan pelatihan 

penggunaan. 

b. Manual dan Panduan Pengguna: Menyusun dan 

mendistribusikan manual dan panduan penggunaan Aplikasi 

SiPANDU kepada seluruh pegawai, serta memecahkan 

masalah yang dihadapi selama implementasi. 

2. Eksternal Diseminasi 

a. Kerja sama dengan Media: Bekerja sama dengan media lokal 

dan nasional untuk mempublikasikan berita dan artikel 

mengenai implementasi dan manfaat Aplikasi SiPANDU, 

meningkatkan kesadaran publik tentang inovasi ini. 

b. Kolaborasi dan menjalin kerjasama dengan Institusi Pemda 

dan Lembaga Negara Ombudsman yang focus pada layanan 

publik: untuk melakukan studi kasus atau penelitian tentang 

efektivitas Aplikasi SiPANDU. 

B. Strategi Publikasi 
1. Media Online dan Sosial Media 

a.   Website Resmi Kantor Pertanahan: Mengupdate secara 

berkala informasi terkait Aplikasi SIPANDU di website resmi 

kantor pertanahan, termasuk fitur-fitur baru, panduan 

pengguna, dan testimoni dari pengguna. 

b. Media Sosial: Memanfaatkan platform media sosial seperti 

Facebook, X.com, tiktok dan Instagram untuk mem-

publikasikan perkembangan implementasi Aplikasi SiPANDU,  
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2. Media Cetak dan Elektronik 

Buletin dan Newsletter: Menerbitkan buletin atau newsletter 

secara berkala yang berisi informasi terkini tentang implementasi 

AplikasI SIPANDU, serta cerita sukses dari pegawai dan 

masyarakat yang telah merasakan manfaatnya. 

 

C. Evaluasi dan Feedback 

1. Survei Kepuasan Pengguna 

Mengadakan survei kepuasan pengguna secara berkala untuk 

mendapatkan umpan balik tentang penggunaan Aplikasi 

SIPANDU, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu perbaikan 

atau pengembangan lebih lanjut. 

2. Forum Diskusi dan Fokus Grup 

Menyelenggarakan forum diskusi dan fokus grup dengan 

pegawai, dan stakeholders untuk membahas pengalaman mereka 

dengan AplikasI SIPANDU serta menerima saran dan kritik 

konstruktif. 

Dengan strategi diseminasi dan publikasi yang efektif, 

informasi mengenai peningkatan kualitas pengelolaan arsip melalui 

Aplikasi SIPANDU dapat tersebar luas, menciptakan kesadaran 

dan dukungan dari berbagai pihak, serta memastikan 

keberlanjutan dan keberhasilan implementasi program ini di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bungo. 
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BAB VI  KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

 

A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek  

Tujuan milestone jangka pendek adalah untuk menghasilkan 

output, yaitu pembangunan Design aplikasi Pengaduan Terpadu 

“SiPANDU” untuk ketersediaan sarana layanan pengaduan yang 

efektif dan efisien di Loket Pelayanan Pengaduan. Tahapan atau 

milestone jangka pendek dapat di uraikan  pada tabel berikut : 

 

Tabel 3:  Time Line Kegiatan Pelaksanaan Jangka Pendek 

 

 

 

 

 



Page | 38  
 

B. Target Capaian Jangka menengah 

Setelah jangka pendek berakhir kemudian memasuki Milestone 

jangka menengah dengan tujuan menghasilkan manfaat melalui 

penerapan Sistem Aplikasi Pengaduan Terpadu ( SiPANDU) 

diharapkan dapat menjaring semua pengaduan masyarakat tehadap 

Layanan Pertanahan, milestone jangka menengah ini di 

dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) minggu. 

 

Tabel 4:    Time Frame Rencana Pelaksanaan Aksi Perubahan Jangka Menengah 

 

Dengan mencapai target-target jangka menengah ini, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bungo diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pengelolaan Pengaduan Masyarkat dengan baik, 

memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta mendukung 

tercapainya visi dan misi organisasi dalam pengelolaan pertanahan 

yang modern dan efisien. 
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C. Target Capaian Jangka Panjang 

Tujuan milestone jangka panjang yaitu tercapainya peningkatan 

kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sistem aplikasi 

Pengaduan Masyarakat “SiPANDU”. Dengan demikian diharapkan 

dapat meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat, selain itu 

sebagai media kontrol bagi kegiatan Pelayanan Pengaduan. 

 

Tabel 5: Time Frame Rencana Pelaksanaan Aksi Perubahan Jangka Panjang 
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BAB VII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 
 

A. Mata Pelatihan Pilihan 
1. Manajemen Pemerintah 

Mata pelajaran Manajemen Pemerintah memiliki keterkaitan 

yang erat dengan aksi perubahan peningkatan Layanan Pengaduan. 

Berikut adalah beberapa keterkaitannya: 

a. Kebijakan Publik: Dalam mata pelajaran Manajemen Pemerintah, 

mempelajari pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan 

publik. Penyelenggaraan Layanan Pengaduan termasuk dalam 

kebijakan publik yang penting, karena arsip publik adalah aset 

yang sangat berharga bagi pemerintah. Melalui aksi perubahan, 

perbaikan kebijakan dapat dilakukan untuk meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas arsip publik. 

b. Manajemen Proses: Manajemen Pemerintah membahas tentang 

manajemen proses organisasi di sektor publik. Dalam konteks 

peningkatan Layanan Pengaduan, pemahaman tentang 

manajemen proses penting untuk merancang alur kerja yang 

efisien dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip. Aksi 

perubahan dapat mengarah pada perbaikan proses, penggunaan 

teknologi informasi, dan standarisasi prosedur untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas Layanan Pengaduan. 

c. Pemerintahan Elektronik: Salah satu topik dalam Manajemen 

Pemerintah adalah pemerintahan elektronik atau e-government. 

Ini berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan layanan publik. Dalam konteks 

Layanan Pengaduan, e-government dapat digunakan untuk 

memfasilitasi aksesibilitas dan Layanan Pengaduan secara digital, 

termasuk implementasi sistem manajemen arsip elektronik 

(Electronic Records Management System). 

d. Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan: Kepemimpinan dan 

manajemen perubahan adalah topik penting dalam Manajemen 

Pemerintah. Dalam konteks peningkatan Layanan Pengaduan, 

kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk memimpin aksi 
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perubahan. Pemimpin di lembaga pemerintah perlu memimpin 

inisiatif untuk mengubah budaya organisasi, mendorong adopsi 

teknologi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

Layanan Pengaduan yang baik.  

e. Kemitraan dan Kolaborasi: Kemitraan antara pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci dalam Manajemen 

Pemerintah. Dalam konteks Layanan Pengaduan, kolaborasi 

dengan berbagai pihak dapat memperkuat upaya untuk 

meningkatkan Layanan Pengaduan. Aksi perubahan dapat 

melibatkan pembentukan kemitraan strategis dengan lembaga 

lain, seperti lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, dan 

organisasi masyarakat sipil, untuk mendukung inisiatif Layanan 

Pengaduan yang lebih baik. 

 

Dengan memahami keterkaitan antara mata pelajaran 

Manajemen Pemerintah dengan aksi perubahan peningkatan 

Layanan Pengaduan, masyarakat dapat mengembangkan 

pemahaman yang holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip 

manajemen pemerintah dapat diterapkan dalam konteks Layanan 

Pengaduan yang lebih efektif dan efisien. 

 

2. Manajemen Keuangan Negara 

Keterkaitan antara mata pelajaran manajemen keuangan negara 

dengan aksi perubahan peningkatan Layanan Pengaduan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Anggaran: Manajemen keuangan negara mencakup 

pengelolaan anggaran publik, termasuk alokasi dana untuk 

berbagai kegiatan, termasuk Layanan Pengaduan. Dalam aksi 

perubahan untuk peningkatan Layanan Pengaduan, pengelolaan 

anggaran yang efektif dan efisien diperlukan untuk memastikan 

tersedianya sumber daya yang memadai untuk investasi dalam 

infrastruktur teknologi, pelatihan staf, dan pemeliharaan sistem 

Layanan Pengaduan. 

b. Evaluasi Kinerja Keuangan: Mata pelajaran manajemen keuangan 
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negara juga melibatkan evaluasi kinerja keuangan untuk 

memastikan penggunaan dana publik secara tepat dan efisien. 

Dalam konteks Layanan Pengaduan, evaluasi kinerja keuangan 

dapat membantu dalam menilai efektivitas investasi yang 

dilakukan dalam sistem Layanan Pengaduan baru atau perbaikan 

yang diimplementasikan. 

c. Pengawasan dan Akuntabilitas: Manajemen keuangan negara 

melibatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana publik. Dalam konteks Layanan Pengaduan, pengawasan 

dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa arsip 

disimpan, dikelola, dan diakses dengan benar sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Hal ini mencakup pemantauan 

kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan, dan prosedur yang 

berlaku. 

d. Perencanaan Keuangan Jangka Panjang: Manajemen keuangan 

negara juga melibatkan perencanaan keuangan jangka panjang 

untuk memastikan keberlanjutan keuangan negara. Dalam 

konteks Layanan Pengaduan, perencanaan keuangan jangka 

panjang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara 

efektif untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem Layanan 

Pengaduan yang dapat mendukung kebutuhan organisasi pada 

masa mendatang. 

e. Pengelolaan Risiko Keuangan: Mata pelajaran manajemen 

keuangan negara juga mempertimbangkan pengelolaan risiko 

keuangan yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi 

risiko yang terkait dengan penggunaan dana publik. Dalam 

konteks Layanan Pengaduan, pengelolaan risiko keuangan dapat 

membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang 

terkait dengan keamanan data, kehilangan informasi, atau 

kerusakan arsip. 

 

Dengan memahami keterkaitan antara mata pelajaran 

manajemen keuangan negara dengan aksi perubahan untuk 

peningkatan Layanan Pengaduan, organisasi dapat mengintegrasikan 
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prinsip-prinsip manajemen keuangan yang tepat dalam proses 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi perubahan tersebut. Hal ini 

akan membantu dalam memastikan Layanan Pengaduan yang efektif 

dan efisien, serta penggunaan sumber daya keuangan yang optimal. 

 

3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 

Keterkaitan mata pelajaran Pengadaan Barang dan Jasa dengan 

aksi perubahan peningkatan Layanan Pengaduan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Pengadaan Teknologi: Dalam upaya meningkatkan Layanan 

Pengaduan, organisasi mungkin perlu mengadopsi atau 

meningkatkan teknologi yang mendukung manajemen arsip yang 

efektif, seperti sistem manajemen arsip elektronik dimana arsip 

pengaduan disimpan. Mata pelajaran Pengadaan Barang dan 

Jasa dapat membantu dalam pemilihan, perencanaan, dan 

pelaksanaan pengadaan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

b. Penyedia Layanan: Organisasi mungkin juga perlu menggunakan 

jasa penyedia layanan untuk implementasi atau pemeliharaan 

sistem Layanan Pengaduan. Mata pelajaran Pengadaan Barang 

dan Jasa dapat memberikan pemahaman tentang proses seleksi 

penyedia layanan yang kompeten, negosiasi kontrak, dan 

pengelolaan hubungan dengan penyedia layanan. 

c. Pemenuhan Persyaratan: Dalam melakukan pengadaan barang 

dan jasa terkait dengan Layanan Pengaduan, organisasi perlu 

memastikan bahwa persyaratan spesifik terkait prasarana 

diakomodasi dalam dokumen pengadaan. Ini termasuk 

persyaratan terkait dengan keamanan data, integrasi dengan 

sistem yang ada, dan dukungan teknis dan pelatihan. 

d. Pengadaan Konsultan atau Ahli: Kadang-kadang, organisasi 

membutuhkan bantuan dari konsultan atau ahli dalam merancang 

dan mengimplementasikan perubahan dalam Layanan 

Pengaduan. Mata pelajaran Pengadaan Barang dan Jasa dapat 

membantu dalam pemilihan dan pengelolaan konsultan atau ahli 
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yang memiliki keahlian khusus. 

e. Pengelolaan Kontrak: Setelah pengadaan barang atau jasa terkait 

dengan Layanan Pengaduan dilakukan, penting untuk mengelola 

kontrak dengan penyedia barang atau jasa tersebut. Mata 

pelajaran Pengadaan Barang dan Jasa dapat memberikan 

pemahaman tentang pengelolaan kontrak dan pemantauan 

kinerja penyedia. 

  

Dengan memahami keterkaitan antara mata pelajaran 

Pengadaan Barang dan Jasa dengan aksi perubahan untuk 

peningkatan Layanan Pengaduan, organisasi dapat memastikan 

bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dan efisien, serta 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perubahan yang diinginkan. Hal 

ini akan mendukung kesuksesan implementasi dan keberlanjutan 

Layanan Pengaduan yang ditingkatkan. 
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